
Menimbang 

BUPATI LAMONGAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 37 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020; 

-,--.-,,.. 



Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;J 
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesisa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); j 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6177); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Nei ara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

25 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323) ;j 
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26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana 

Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.07 /2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ; / 



7 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Pemerintah Kabupaten 

Lamongan dalam Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Bahari Lamongan dengan PT. 

Bunga Wangsa Sejati (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 1); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Ka bu paten Lamongan Tahun 201 7 

Nomor 1); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 15) ; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 16) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2019 ten tang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
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Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 9) ; 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 19 Tahun 2010 ten tang Retribusi Tern pat Pelelangan Ikan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 19) ; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 21); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 

Nomor 5); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 23 Tahun 2010 ten tang Retribusi Tern pat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2020 Nomor 3); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 ten tang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24); 

46. Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan Nomor 26 Tahun 2010 ten tang Retribusi Izin Trayek (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 26); j 
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47. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang-Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2012 Nomor 1); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. 

Lamongan Integrated Shorebase (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 15); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 

16); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2017 Nomor 14) ; 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2017 Nomor 10); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan 



Menetapkan 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2020 Nomor 2); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 4); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka 

Usaha Lamongan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 5); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank 

Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7). 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 9). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 terdiri 

atas: ' 
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a. Pendapatan : 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 481.752 .331.399,49 

2. Dana Perimbangan ...................................... Rpl.542.723.757.256,00 

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah ................................. Rp 813.796.123.127,00 

Jumlah Pendapatan Rp2.838.272.211. 782,49 

b. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp 916.077.483.287,00 

b) Belanja Bunga Rp 0,00 

c) Belanja Subsidi Rp 0,00 

d) Belanja Hibah Rp 213.635.551.200,00 

e) Belanja Bantuan Sosial Rp 11.992.500.000,00 

fl Belanja Bagi Hasil Rp 1.514.378.515,00 

g) Belanja Bantuan Keuangan Rp 602.179.795.800,00 

h) Belanja Tidak Terduga Rp 30.458.335.442,00 

Rpl.775.858.044.244,00 



2. Belanja Langsung 

a. Belanja Pegawai 

b. Belanja Barang dan Jasa 

c. Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus / (Defisit) 

c. Pembiayaan : 

1. Penerimaan 

2. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Pasal 2 

Rp 79.772.273.047,00 

Rp 642.147.830.990,36 

Rp 325.359.777.833,41 

Rpl .047 .279.881.870, 77 

Rp2.823.137.926. l 14,77 

Rp 15.134.285.667, 72 

Rp 43.127.893.188,77 

Rp 6.875.000.000,00 

Rp 36.290.160.938,77 

Rp 51.424.446.606,49 

12 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. ~ 
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Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 6 Agustus 2021 

-Pj. TARIS DAERAH 
KA EN LAMONGAN 

ARIS MUKIYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 37 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 6 Agustus 2021 ti BUPATI LAMONGAN, IL 

i . 
~ YUHRONUR EFENDI 
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Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 
ggal 6 Agustus 2021 

ONGAN, 

ARIS MUKiroNo 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 NOMOR 37 



Kode 

1 

4 

4.1 
4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.2 
4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.3 
4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 
4.3.4 
4.3.5 

5 

5.1 
5.1.1 
5.1.4 
5.1.5 
5.1.6 
5.1.7 
5.1.8 

LAMPIRAN I 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

JUMLAH ( Rp) 
Uraian Anggaran Setelah 

Realisasi 
Perubahan 

2 3 4 

PENDAPATAN DAERAH 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 483.583.044.116,57 481. 752.331.399,49 

Pendapatan Pajak Daerah 146.501 . 724.576,00 134.050.166.691,00 

Pendapatan Retribusi Daerah 15.577.496.025,00 15.570.854.054,00 

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 23. 793.508.500,00 11 .584.041.643,40 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 297.710.315.015,57 320.547.269.011 ,09 

DANA PERIMBANGAN 1.563.812.173.054,00 1.542. 723. 757 .256,00 
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 119.265.706.799,00 112.200.869.038,00 

Dana Alokasi Umum 1.111.233.893.000,00 1.098.971 .379.000,00 

Dana Alokasi Khusus 333. 312. 573.255, 00 331.551 .509.218,00 

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 927 .519.476.513,48 813. 796.123.127 ,00 
Pendapatan Hibah 104.301 .039.062,00 103.310.987.694,00 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 272.118.102.451,48 159.384.800.433,00 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 489.117.206.000,00 489.117.206.000,00 

Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 61 .983.129.000,00 61 .983.129.000,00 

Dana Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi dan Pemerintah Daerah 0,00 0,00 

JUMLAH PENDAPATAN 2.97 4.914.693.684,05 2.838.272.211. 782,49 

BELANJA DAERAH 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.873.590.409.614,82 1. 775.858.044.244,00 
Belanja Pegawai 985.494.777.614,82 916.077.483.287,00 
Belanja Hibah 217.074.501 .200,00 213.635.551 .200,00 
Belanja Bantuan Sosial 12.885. 7 41 .000,00 11 .992.500.000,00 
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 1.825.594.000,00 1.514.378.515,00 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 602.309. 795.800,00 602.179. 795.800,00 

Belanja Tidak Terduga 54.000.000.000,00 30.458.335.442,00 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR : 37 T AHUN 2021 

T ANGGAL : 6 AGUSTUS 2021 

Bertambah / (Berkurang) 

(Rp.) 
Prosentase 

(%) 
5 6 

(1.830. 712. 717,08) 99,62% 
(12.451.557.885,00) 91 ,50% 

(6.641 .971,00) 99,96% 

( 12.209.466.856,60) 48,69% 

22.836.953.995,52 107,67% 

(21.088.415. 798,00) 98,65% 
(7.064.837.761,00) 94,08% 

(12.262.514.000,00) 98,90% 

(1 . 761 .064.037,00) 99,47% 

(113. 723.353.386,48) 87,74% 
(990.051 .368,00) 99,05% 

(112.733.302.018,48) 58,57% 

0,00 100,00% 

0,00 100,00% 

0,00 0,00% 

(136.642.481.901,56) 95,41% 

(97. 732.365.370,82) 94,78% 
(69.417.294.327,82) 92,96% 

(3.438.950.000,00) 98,42% 
(893.241 .000,00) 93,07% 
(311 .215.485,00) 82,95% 
(130.000.000,00) 99,98% 

(23.541 .664.558,00) 56,40% 



JUMLAH ( Rp) Bertambah / (Berkurang) 
Kode Uraian Anggaran Setelah 

Realisasi 
Prosentase 

Perubahan 
(Rp.) 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.137 .896.530.576,00 1.047 .279.881.870, 77 (90.616.648. 705,23) 92,04% 

5.2.1 Belanja Pegawai 83.135.797.667,00 79.772.273.047,00 (3.363.524.620,00) 95,95% 

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 695.816.812.228,00 642.147.830.990,36 (53.668.981 .237,64) 92,29% 

5.2.3 Belanja Modal 358.943.920.681 ,00 325.359. 777.833,41 (33.584.142.847,59) 90,64% 

JUMLAH BELANJA 3.011.486.940.190,82 2.823.137 .926.114, 77 (188.349.014.076,05) 93,75% 
Surplus/(Defisit) (36.572.246.506, 77) 15.134.285.667, 72 51. 706.532.17 4,49 -41,38% 

6 PEMBIAY AAN DAERAH 

6.1 PENERIMAAN PEMBIAY AAN 

6.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 30.172.246.506, 77 30.127.893.188,77 (44.353.318,00) 99,85% 

6.1.6 Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah 13.350.000.000,00 13.037.267.750,00 (312.732.250,00) 97,66% 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAY AAN 43.522.246.506, 77 43.165.160.938,77 (357 .085.568,00) 99,18% 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAY AAN 

6.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah 6.950.000.000,00 6.875.000.000,00 (75.000.000,00) 98,92% 

6.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00% 

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 6.950.000.000,00 6.875.000.000,00 (75.000.000,00) 98,92% 

Pembiayaan Netto 36.572.246.506, 77 36.290.160.938, 77 (282.085.568,00) 99,23% 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 51.424.446.606,49 51.424.446.606,49 0,00% 

f' BUPATI LAMONGANf_ 
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JUMLAH ( Rp) Bertambah / (Berkurang) 
Kode Uraian Anggaran Setelah 

Realisasi (Rp.) 
Prosentase 

Perubahan (%) 
1 2 3 4 5 6 

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.137 .896.530.576,00 1.047.279.881.870,77 (90.616.648.705,23) 92,04% 
5.2.1 Belanja Pegawai 83.135. 797.667,00 79.772.273.047,00 (3.363.524.620,00) 95,95% 

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 695.816.812.228,00 642.147.830.990,36 (53.668.981 .237,64) 92,29% 

5.2.3 Belanja Modal 358.943.920.681 ,00 325.359.777.833,41 (33.584.142.847,59) 90,64% 

JUMLAH BELANJA 3.011.486.940.190,82 2.823.137 .926.114, 77 (188.349.014.076,05) 93,75% 
Surplus/(Defisit) (36.572.246.506,77) 15.134.285.667, 72 51. 706.532.17 4,49 -41,38% 

6 PEMBIAY AAN DAERAH 

6.1 PENERIMAAN PEMBIAY AAN 

6.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 30.172.246.506, 77 30.127.893.188,77 (44.353.318,00) 99,85% 

6.1.6 Penerimaan Kembali investasi Pemerintah Daerah 13.350.000.000,00 13.037.267.750,00 (312. 732.250,00) 97,66% 

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 43.522.246.506, 77 43.165.160.938, 77 (357 .085.568,00) 99,18% 

6.2 PENGELUARAN PEMBIAY AAN 
6.2.2 Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah 6.950.000.000,00 6.875.000.000,00 (75.000.000,00) 98,92% 

6.2.3 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00% 

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAY AAN 6.950.000.000,00 6.875.000.000,00 (75.000.000,00) 98,92% 

Pembiayaan Netto 36.572.246.506, 77 36.290.160.938, 77 (282.085.568,00) 99,23% 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 0,00 51.424.446.606,49 51.424.446.606,49 0,00% 

MONGAN 
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Kode 

1 

4 

4 1 

4 1 1 

4 1 1 01 
4 1 1 01 003 
4 1 1 01 009 

4 1 1 01 012 

4 1 1 02 
4 1 1 02 002 
4 1 1 02 003 

4 1 1 02 004 
4 1 1 02 005 

4 1 1 02 006 
4 1 1 02 008 

4 1 1 03 
4 1 1 03 001 
4 1 1 03 002 

4 1 1 03 005 
4 1 1 03 010 

4 1 1 03 015 

4 1 1 03 019 

4 1 1 04 
4 1 1 04 001 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

LAMPIRAN I.a : PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR : 37 TAHUN 2021 
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021 

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

TAHUN 2020 

Jumlah Realisasi Lebih / Kurang 
Uraian Anggaran 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) % 

2 3 4 5 

PENDAPATAN DAERAH 2.97 4.914.693.684,05 2.838.272.211.782,49 (136.642.481.901,56) 95,41 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 483.583.044.116,57 481.752.331.399,49 (1.830.712.717,08) 99,62 

Hasil Pajak Daerah 146.501. 724.576,00 134.050.166.691,00 (12.451.557 .885,00) 91,50 

Pajak Hotel 1.887 .362.076,00 1.215.527 .986,00 (671.834.090,00) 64,40 
Pajak Hotel Bintang Empat 1.607.259.806,00 1.080.356.277,00 (526.903.529,00) 67,22 
Pajak Hotel Melati Satu 266.000.000,00 99.966.509,00 (166.033.491 ,00) 37,58 
Pajak Rumah Kos 14.102.270,00 35.205.200,00 21 .102.930,00 249,64 

Pajak Restoran 6.524.000.000,00 6.494.428.705,00 (29.571 .295,00) 99,55 
Pajak Rumah Makan 4.800.000.000,00 2.469.788.309,00 (2.330.211.691,00) 51,45 
Pajak Cafe 132.000.000,00 147.329.300,00 15.329.300,00 111 ,61 
Pajak Kantin 28.000.000,00 30.688.560,00 2.688.560,00 109,60 
Pajak Katering 1.500.000.000,00 3.753.066.102,00 2.253.066.102,00 250,20 
Pajak Warung 52.000.000,00 56.844.264,00 4.844.264,00 109,32 
Pajak Jasa Boga 12.000.000,00 36.712.170,00 24.712.170,00 305,93 

Pajak Hiburan 7 .172.362.500,00 3.091.596.126,00 (4.080. 766.37 4,00) 43,10 
Pajak Tonto nan Film/Bioskop 86.250.000,00 29.781 .000,00 (56.469.000,00) 34,53 
Pajak Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana 63. 750.000,00 0,00 (63. 750.000,00) 0,00 
Pajak Pameran 6. 750.000.000,00 2.827.291.681 ,00 (3.922. 708.319,00) 41 ,89 
Pajak Permainan Biliar 2.362.500,00 785.000,00 (1 .577.500,00) 33,23 
Pajak Permainan Ketangkasan 157.500.000,00 206.124.320,00 48.624.320,00 130,87 
Pajak Pertandingan Olahraga 112.500.000,00 27.614.125,00 (84.885.875,00) 24,55 

Pajak Reklame 3.015.000.000,00 2.517 .497 .523,00 (497.502.477,00) 83,50 
Pajak Reklame Papan/Bill BoardNideotron/Megatron 2. 500.000.000,00 2.090.871 .623,00 (409.128.377,00) 83,63 

Ket 

6 

( 



Jumlah 
Kode Uraian Anggaran 

(Rp.) 
1 2 3 

6 2 2 Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir 6.950.000.000,00 

6 2 2 04 Kelompok Masyarakat dan Usaha Kecil dan Menengah 6.950.000.000,00 
6 2 2 04 001 Dana Bergulir / Revolving 6.950.000.000,00 

JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH 36.572.246.506,77 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 

Realisasi Lebih / Kurang 

(Rp.) (Rp.) I 
4 5 

6.875.000.000,00 (15.000.000,00,1 

6.875.000.000,00 (75.ooo.ooo,oo)I 
6.875.000.000,00 (75.ooo.ooo,oo)I 

36.290.160.938, 77 (202.00s.568,oo,1 

51.424.446.606,49 51.424.446.606,49 I 

~ BUPATr ONGAN ' t. 
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Ket 
% 

6 
98,92 

98,92 
98,92 

99,23 

0,00 



Jumlah Realisasi Lebih / Kurang 
Kode Uraian Anggaran Ket 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) % 

1 2 3 4 5 6 

6 2 2 Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah/Dana Bergulir 6.950.000.000,00 6.875.000.000,00 (75.000.000,00) 98,92 

6 2 2 04 Kelompok Masyarakat dan Usaha Kecil dan Menengah 6.950.000.000,00 6.875.000.000,00 (75.000.000,00) 98,92 
6 2 2 04 001 Dana Bergulir / Revolving 6.950.000.000,00 6 .875.000.000,00 (75.000.000,00) 98,92 

JUMLAH PEMBIAY AAN DAERAH 36.572.246.506,77 36.290.160.938, 77 (282.085.568,00) 99,23 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00 51.424.446.606,49 51.424.446.606,49 0,00 

EFENDI 



Urusan Pemerintahan 

Organisasi 

Kode Rekening 

1 

1.01 1.01.01 00 000 5 

1.01 1.01.01 00 000 5 1 

1.01 1.01.01 00 000 5 1 1 

1.01 1.01.01 00 000 5 1 1 01 
1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 01 

1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 02 
1.01 1.01 .01 00 000 5 1 1 02 

1.01 1.01.01 00 000 5 2 

1.01 1.01.01 01 

1.01 1.01.01 01 001 

1.01 1.01.01 01 001 5 2 1 

1.01 1.01 .01 01 001 5 2 1 02 
1.01 1.01 .01 01 001 5 2 1 02 

1.01 1.01.01 01 001 5 2 2 

1.01 1.01.01 01 001 5 2 2 01 
1.01 1.01 .01 01 001 5 2 2 01 

1.01 1.01 .01 01 001 5 2 2 03 
1.01 1.01 .01 01 001 5 2 2 03 

1.01 1.01 .01 01 001 5 2 2 03 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

020 

021 

001 

001 

004 

001 

002 

1 

LAMPIRAN II 

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMONGAN 

NOMOR : 37 TAHUN 2021 

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2021 

PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

1.01 - Pendidikan 

1.01.01 - Dinas Pendidikan 

Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) 
Uraian Anggaran Setelah 

Realisasi (Rp) (%) 
Penjelasan 

Perubahan 
2 3 4 5 6 7 

BELANJA DAERAH 760.965.515. 771,02 717. 778.436.365,00 (43.187.079.406,02) 94,32% 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 596.086.206.109,02 558.408.093.209,00 (37.678.112.900,02) 93,68% 

Belanja Pegawal 596.086.206.109,02 558.408.093.209,00 (37.678.112.900,02) 93,68% 

Gajl dan Tunjangan 584. 768.007.109,02 549.556.956.504,00 (35.211.050.605,02) 93,98% 
Gaji Pokok PNS/Uang Representatif 306.632.477.109,02 283.510.039.690,00 (23.122.437.419,02) 92,46% 

Tunjangan Keluarga 26.993.390.000,00 26.238.498.254,00 (754.891 . 7 46,00) 97,20% 

Tunjangan JABAtan 209.810.000,00 204.505.000,00 (5.305.000,00) 97,47% 

Tunjangan Fungsional 24.410.960.000,00 23.622.999.000,00 (787.961 .000,00) 96,77% 

Tunjangan Fungsional Urnurn 1.926.900.000,00 1.470.630.000,00 (456.270.000,00) 76,32% 

Tunjangan Beras 13.439.880.000,00 12.029. 758.620,00 (1 .410.121 .380,00) 89,51% 

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 789. 770.000,00 7 42.525.555,00 (47.244.445,00) 94,02% 

Pernbulatan Gaji 3.850.000,00 3.681 .868,00 (168.132,00) 95,63% 

luran Asuransi Kesehatan 12.813.310.000,00 11 .486.053.097 ,00 (1 .327 .256.903,00) 89,64% 

luran Jarninan Kecelakaan Kerja dan Kernatian 2.593.010.000,00 2.325.331.425,00 (267 .678.575,00) 89,68% 

Tunjangan Profesi Guru PNSD 194.954.650.000,00 187.922.933.995,00 (7.031 . 716.005,00) 96,39% 

Tambahan Penghasllan PNS 11 .318.199.000,00 8.851.136. 705,00 (2,467 .062.295,00) 78,20% 
Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 11 .318.199.000,00 8.851 .136.705,00 (2.467 .062.295,00) 78,20% 

BELANJA LANGSUNG 164.879.309.662,00 159.370.343.156,00 (5.508.966.506,00) 96,66% 

Program Pelayanan Admlnistrasl Perkantoran 13.357 .333. 700,00 11.699.364.199,00 (1.657.969.501,00) 87,59% 

Penyediaan Jasa Perkantoran 12.350.933. 700,00 10. 707.272.699,00 (1.643.661.001,00) 86,69% 

Belanja Pegawal 465.381.000,00 463.594.000,00 (1. 787.000,00) 99,62% 

Honorarium Non PNS 465.381.000,00 463.594.000,00 (1.787.000,00) 99,62% 
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 465.381 .000,00 463.594.000,00 (1. 787 .000,00) 99,62% 

Belanja Barang dan Jasa 11.885.552. 700,00 10.243.678.699,00 (1.641.874.001,00) 86,19% 

Belanja Bahan Pakal Habls 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00% 
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00% 

Belanja Jasa Kantor 11 .873.052.700,00 10.231 .318.299,00 (1 .641. 734.401 ,00) 86,17% 
Belanja Telepon 172.000.000,00 144.790.394,00 (27.209.606,00) 84,18% 

Belanja Air 70.000.000,00 65.927 .233,00 (4.072 .767,00) 94,18% 

(dalam rupiah) 

I 

' 



950 

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) 

Kode Rekening Uraian Anggaran Setelah Penjelasan 

Perubahan 
Realisasi (Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 
5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.524.900,00 1.398.200,00 (126.700,00) 91 ,69% 
5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan 865.500,00 738.800,00 (126. 700,00) 85,36% 
5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 659.400,00 659.400,00 0,00 100,00% 

5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 102.825.000,00 47.885.000,00 (54.940.000,00) 46,57% 
5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 11 003 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 102.825.000,00 47.885.000,00 (54.940.000,00) 46,57% 

5.02 5.02.01 16 007 Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui media cetak 882.639. 750,00 874.377.650,00 (8.262.100,00) 99,06% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 Belanja Pegawai 12.280.000,00 11.530.000,00 (750.000,00) 93,89% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 01 Honorarium PNS 10. 780.000,00 10.030.000,00 (750.000,00) 93,04% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasii Pekerjaan 650.000,00 650.000,00 0,00 100,00% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan 9.330.000,00 8 .580.000,00 (750.000,00) 91,96% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 0 ,00 100,00% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 870.359. 750,00 862.847.650,00 (7.512.100,00) 99,14% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 474.140.000,00 467 .040.000,00 (7.100.000,00) 98,50% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 01 017 Belanja Publikasi Dokumentasi dan Dekorasi 474.140.000,00 467.040.000,00 (7 .100.000,00) 98,50% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 304.590.000,00 304.590.000,00 0,00 100,00% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 03 005 Belanja Surat Kabar/Majalah 296. 790.000,00 296. 790.000,00 0,00 100,00% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 03 007 Belanja Paket/Pengiriman 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 91.629.750,00 91.217.650,00 (412.100,00) 99,55% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 06 001 Belanja Cetak 88.725.000,00 88.582.650,00 (142.350,00) 99,84% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan 1.805. 750,00 1.536.000,00 (269.750,00) 85,06% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 1.099.000,00 1.099.000,00 0 ,00 100,00% 

~ BUPATILAMONGAN / I.. 
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950 

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) 

Kode Rekening Uraian Anggaran Setelah Penjelasan 

Perubahan 
Realisasi (Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 
5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.524.900,00 1.398.200,00 (126.700,00) 91,69% 
5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan 865.500,00 738.800,00 (126. 700,00) 85,36% 

5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 659.400,00 659.400,00 0 ,00 100,00% 

5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 102.825.000,00 4 7 .885.000,00 (54.940.000,00) 46,57% 
5.02 5.02.01 16 006 5 2 2 11 003 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 102.825.000,00 47.885.000,00 (54.940.000,00) 46,57% 

5.02 5.02.01 16 007 Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi melalui media cetak 882.639. 750,00 87 4.377 .650,00 (8.262.100,00) 99,06% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 Belanja Pegawai 12.280.000,00 11.530.000,00 (750.000,00) 93,89% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 01 Honorarium PNS 1 o. 780.000,00 10.030.000,00 (750.000,00) 93,04% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0 ,00 100,00% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 650.000,00 650.000,00 0 ,00 100,00% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan 9.330.000,00 8.580.000,00 (750.000,00) 91 ,96% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 870.359.750,00 862.847.650,00 (7.512.100,00) 99,14% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habls 474.140.000,00 467 .040.000,00 (7.100.000,00) 98,50% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 01 017 Belanja Publikasi Dokumentasi dan Dekorasi 474.140.000,00 467.040.000,00 (7 .100.000,00) 98,50% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 304.590.000,00 304.590.000,00 0,00 100,00% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 03 005 Belanja Surat Kabar/Majalah 296. 790.000,00 296. 790.000,00 0 ,00 100,00% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 03 007 Belanja Paket/Pengiriman 7.800.000,00 7.800.000,00 0 ,00 100,00% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 91.629.750,00 91.217 .650,00 (412.100,00) 99,55% 
5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 06 001 Belanja Cetak 88.725.000,00 88.582.650,00 (142.350,00) 99,84% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan 1.805. 750,00 1.536.000,00 (269.750,00) 85,06% 

5.02 5.02.01 16 007 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 1.099.000,00 1.099.000,00 0,00 100,00% 


